
Menimbang 

Mengingat 

BUPATI MADIUN 
PRO VIN SI JAW A TIMUR 

SALINAN 
PERATURAN BUPATI MADIUN 
NOMOR 44 TAHUN 2022 

TENTANG 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2022 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MADIUN, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan 
Daerah Kabupaten Madiun Nomor 4 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati Madiun 
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pem ben tukan Daerah-daerah Ka bu paten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 ) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembara n 

Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuanga n 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286) ; 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembara n 

Negara Republik Indonesia Nomor 4356) ; 
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4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400) ; 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tenta n g 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembara n 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang Unda n g 

Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua ata s 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tenta ng 

Pembentukkan Peraturan Perundang Undangan (Lembara n 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6801) ; 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tan g 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembara n 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Unda ng 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lemba ra n 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ; 

7 . Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tenta n g Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta hun 2022 

Nomor 4 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6757) ; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 ten tang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4028) ; 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas 

Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5340) ; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4575) ; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5155) ; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pela po ran 

(Lembaran 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4614) ; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21) ; 
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 

Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai 

Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6177) ; 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ; 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272) ; 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 

Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

8 Tahun 2016 ten tang Perubahan kedua atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5864); 
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18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Pera n gkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Ta hun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5888) sebaga imana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 

tentang Perubahan atas Peratura n Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Perangkat Daera h (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402) ; 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Ta hun 2017 ten ta ng 

Pembinaa n dan Pengawasan Penyelengga raan 

Pem erintahan Daerah (Tambahan Lemba ra n Negara 

Republik Indonesia Nomor 6041) ; 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lemba ran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ; 

22. Peratura n Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah 

d iubah dengan Pera turan Presiden Nomor 12 Ta hun 2021 

ten tang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 

Tahun 20 18 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ; 

23. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 202 1 tentang 

Rincian Anggaran Pendapa tan dan Belanja Negara Tahun 

Anggaran 2 022 sebagaiman telah diubah dengan Peraturan 

Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan atas 

Peratura n Presiden Nomor 104 Tahun 202 1 tentang 

Rincian Anggaran Pendapatan dan Bela nja Negara Tahun 

Anggaran 2022 ; 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 20 15 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daera h sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Da la m Negeri 

Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubaha n atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah; 
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25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 

serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 

Operasional ; 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 

tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib 

Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan 

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan 

Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 

Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, 

Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, 

dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan 

Keuangan Partai Politik ; 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 

tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah ; 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 

tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan 

Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala 

Daerah tentang Perubahan Penjabaran Anggaran dan 

Pendapatan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 431); 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 202 1 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 ; 
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32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/ PMK.07 / 2021 

tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi 

Hasil Cukai Hasil Tembakau ; 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2019 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daera h 

Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Madiun Tahun 2019 Nomor 1) sebagaima na 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun 

Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Pera tura n 

Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 201 9 tenta n g 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 (Lembaran Daera h 

Kabupaten Madiun Tahun 2021 Nomor 6) ; 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 202 1 

tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusa haa n 

Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daera h 

Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun 

Tahun 2021) ; 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2022 

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 202 1 

(Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2022 

Nomor 3) ; 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 4 Tahun 2022 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daera h 

Kabupaten Madiun Tahun 2022 Nomor 4) ; 

37. Peraturan Bupati Madiun Nomor 27 Tahun 2022 ten tan g 

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022. 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022. 
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Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Madiun. 

2. Bupati adalah Bupati Madiun. 

3. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 
pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. 

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah. 

5 . Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah 
pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi Pemerintahan daerah 
dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD. 

Pasal 2 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun Tahun 
Anggaran 2022 mengalami Perubahan dengan rincian sebagai berikut: 
1. Pendapatan Daerah 

a. Semula : Rpl.887.047 .760.899,00 
b. Bertambah : Rp 37.221.201.416,00 
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan : Rpl.924.268.962.315 ,00 

2. Belanja Daerah 
a. Semula : Rpl.965.315.382 .247,00 
b. Bertambah : Rp 230.721.730.474,00 
Jumlah Belanja setelah Perubahan : Rp2.196.037.112.721,00 
(Defisit) :(Rp 271.768.150.406,00) 

3. Pembiayaan Daerah 
a. Penerimaan Pembiayaan 

1) Semula : Rp 98.767.621.348,00 
2) .Bertambah : Rp199 .500.529.058,00 
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah : Rp 298.268.150.406,00 
setelah Perubahan 

b. Pengeluaran Pembiayaan 
1) Semula : Rp20.500.000.000,00 
2) Bertambah : Rp 6.000.000.000,00 
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 
setelah Peru bahan 
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan 
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah 
Perubahan 

: Rp 26.500.000.000,00 

: Rp 271.768.150.406,00 
: Rp 0,00 
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Pasal3 

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 , tercantum 
dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini, terdiri dari : 

1. Lam pi ran I 

2. Lampiran II 

3. Lampiran III 

4 . Lampiran IV 

5. Lampiran V 

6. Lampiran VI 

7. Lam pi ran VII 

Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah yang diklasifikasi menurut kelompok, Jenis, 
obyek, rincian obyek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis obyek, 

rincian obyek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 
Daftar nama penerima, alamat penenma dan besarnya 

bantuan Hibah; 
Daftar nama penerima, alamat penerima dan besarnya 

bantuan sosial; 
Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran 

Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus; 
Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran 

Belanja Bagi Hasil; 
Rincian Dana Otonomi Khusus menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub 
Kegiatan, Kelompok, Jenis obyek, rincian obyek, Pendapatan, 
Belanja dan Pembiayaan; 

6 . Lampiran VIII : Rincian DBH-SDA Pertambangan 
Pertambangan Gas Alam/ Tambahan 

Minyak Bumi dan 
DBH Minyak da n gas 

7 .Lampiran IX 

8. Lampiran X 

Bumi menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi , 
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis obyek, 
rincian obyek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

Rincian Dana Tambahan Infrastruktur menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan , Sub 

Kegiatan, Kelompok, Jenis obyek, rincian obyek, Pendapatan, 

Belanja dan Pembiayaan; dan 

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten pada Daera h 

Perbatasan. 

Pasal 4 

Pelaksa n aan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan dalam 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan 

ketentuan perundang undangan. 
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Pasal5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah. 

Ditetapkan di Caruban 

Pada tanggal 20 Oktober 2022 

BUPATI MADIUN, 

Ttd. 

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO 

Diundangkan di Madiun 
Pada tanggal 20 Oktober 2022 

SEKRETRIS DAERAH 

Ttd. 

TONTRO PAHLAWANTO 

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2022 NOMOR 45 

SALINAN 
· n n aslinya 

AN HUKUM 

I Kepala BPKAD 


